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ABSTRAK 

 

SYARAT PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES 

PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN 

KEMBALI 

 

Oleh  

 

DENI SAPUTRA 

 

Selaras dengan tujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan 

sistematika hukum, terutama yang berhubungan dengan proses dan perbedaan 

penghentian penuntutan dengan syarat pengajuan peninjauan kembali dalam 

proses peradilan pidana dan dasar berlakunya peninjauan kembali, maka 

penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif  

yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji 

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

sekunder yang relevan. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan 

hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk 

kesimpulan  

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan 

peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana adalah diajukan oleh terpidana 

atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah di kracht, adanya bukti 

baru/keadaan baru, apabila terdapat putusan pengadilan yang bertentangan, 

adanya kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata, apabila putusan dijatuhkan 

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti pemidanaan. Dan dasar berlakunya 

Peninjauan Kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pidana dan Putusan. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme 

bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses 

penyelidikan dan  penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan 

dan  pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan 

pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan 

petugas lembaga permasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau 

bekerjanya hukum acara pidana. 

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, 

Badan-badan peradilan memerlukan peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur cara-cara bagaimana dan apakah yang akan terjadi jika norma-

norma hukum yang telah diadakan itu tidak ditaati oleh masyarakat. 

Adapun bidang hukum yang demikian itu dinamakan Hukum Acara atau 

formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara 

bagaimana mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan 

serta cara-cara hakim memberikan putusan, dapat juga dikatakan suatu 

rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang, cara-cara 

memelihara dan mempertahankan hukum material.  

 



 2 

Kitab Undang-undang, Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 

merupakan karya agung anak bangsa Indonesia yaitu para pakar hukum 

yang ada ini merupakan Undang-undang yang bertujuan untuk mencari 

kebenaran yang sesungguhnya, walaupun dalam implementasi di 

lapangan terjadi perbedaan pendapat serta penafsiran dari aparat 

penegak hukum itu sendiri, tetapi sebagai aturan yang mengatur 

mekanisme bekerjanya hukum, KUHAP tak dapat dikesampingkan 

begitu saja. Adalah suatu kewajaran jika ketentuan di dalam KUHAP itu 

tidak sempurna, karena apapun yang dipikirkan dan dibuat oleh manusia 

sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa pasti ada kekurangannya. 

Kelemahan yang ada dalam KUHAP, pada kenyataannya sering 

dijadikan alat oleh oknum aparat penegak hukum dalam upaya untuk 

melakukan berbagai tindakan yang pada akhirnya  telah menimbulkan 

rasa ketidakadilan bagi para pencari keadilan, akibat munculnya 

berbagai pendapat dan pandangan yang seolah-olah untuk mencari 

kebenaran yang sesuai dengan hukum, walaupun dalam kenyatannya 

seringkali pendapat tersebut tak sepenuhnya benar-benar untuk 

menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam 

masyarakat. 

Dalam sistem peradilan di negara kita suatu kasus yang berakhir 

dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat 

dibuka lagi, dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu perkara yang 
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materi atau pokoknya sudah dipecahkan dengan putusan yang 

berkekuatan hukum tetap tidak terbuka jalan untuk mengulangi 

prosesnya, ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim. 

Peninjauan Kembali (PK) pada akhir-akhir ini, dirasakan kurang 

adil jika hanya merupakan hak terdakwa, seolah-olah kepentingan 

umum yang diwakili Penuntut Umum kurang diperhatikan. Hal 

demikian, jika dilihat dari sisi hukum pidana, dapat dibenarkan karena 

justru hukum pidana diberlakukan untuk memelihara menjaga 

kepentingan umum. 

Dipandang dari segi keadilan berdasarkan kebenaran rumusan  

Pasal 263 ayat (2) huruf c maka seyogyanya tidak dapat dibatasi para 

pihak  yang berhak mengajukan penimjauan kembali. Dari segi keadilan  

semua pihak dapat menerima perbaikan atas kekhilafan hakim atau 

pembetulan suatu kekeliruan yang nyata. Tampaknya jika kekhilafan 

hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut menguntungkan maka pihak 

yang diuntungkan tersebut sangat keberatan  untuk dibetulkan atau 

diluruskan. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan ilmu hukum 

pidana, karena yang dipertahankan hukum pidana adalah kepentingan 

umum.  

Untuk menempatkan putusan tetap untuk kembali pada posisinya 

yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum 

luar biasa atau istimewa penggunaanya diatur dalam batas dan juga 
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syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu itu adalah peninjauan 

kembali. Berdasarkan ilmu hukum pidana maka pengajuan peninjauan 

kembali harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai 

ketentuan KUHAP.1 

Masalah Peninjauan Kembali dalam kitab Undang-undang 

hukum acara pidana diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 296, 

sedangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi yaitu : “Terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak 

yang bersangkutan dapat  mengajukan Peninjauan Kembali kepada 

mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang 

ditentukan dalam Undang-undang.” 

Hal tersebut di atas tentunya tidak telepas dari peranan putusan 

hakim walaupun jaksa dalam hal ini mempunyai peranan mengenai 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap tetapi putusan hakim lebih dari segalanya karena 

berdasarkan Pasal 1 angka 8, 9 dan 11 KUHAP dapat ditarik pengertian 

bahwa yang dimaksud  dengan putusan hakim sebagai bagian dari 

tujuan hukum acara pidana, tidak lain adalah putusan pengadilan itu 

sendiri.   

                                                           
1 Leden Marpaung, 2001, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara 

Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 74. 
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Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa maka 

mengenai tata cara pengajuan dan pihak yang berwenang untuk 

melakukan peninjauan kembali diatur secara jelas tentang apa yang 

menjadi syarat utama agar Peninjauan kembali dapat diajukan, hal ini 

terkait dengan masalah keadilan dan kepastian hukum. 

Dari uraian di atas ini penulis berkeinginan untuk menulis  

skripsi dengan judul : SYARAT PENGAJUAN KEMBALI DALAM 

PROSES PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA 

PENINJAUAN KEMBALI. 

 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Apakah syarat pengajuan Peninjuan Kembali dalam proses peradilan 

pidana ? 

2. Apa yang menjadi dasar berlakunya Peninjauan Kembali ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada 

penelusuran terhadap syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses 

peradilan pidana dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali, tanpa 

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan pokok pembahasan ini, yang dirumuskan dalam 
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permasalahanya. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa 

syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan 

apa dasar di berlakukanya peninjauan kembali.  

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definsi atau konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian 

iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan 

istilah-istilah yang terkait dengan permasalah, antara lain : 

1. Peninjauan kembali menurut Soedirjo, SH, adalah “suatu upaya 

hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau 

perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat 

diganggu gugat lagi 

2. Novum adalah hal/bukti baru yang belum penah diperiksa/ 

dipertimbangkan hakim/pengadilan 

3. Syarat- syarat untuk memungkinkan mengajukan permintaan 

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah Putusan untuk 

memungkinkan kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau 

lepas dari tuntutan hukum, (pasal 263 ayat 1 KUHAP). Putusan itu 

adalah putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 pasal 

193 ayat (1) KUHAP. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk membahas masalah yang terdapat dalam skripsi ini maka 

penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai syarat  

pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar 

berlakunya Peninjauan Kembali.  

Data yang digunakan untuk membahas permasalahan ini 

ditekankan kepada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

kepustakaan. 

 Dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam  

penelitian ini dibedakan menjadi : 2  

a. Bahan Hukum Primer  

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perundang- undangan yang berlaku;  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan 

buku-buku pedoman hukum;  

                                                           
2 Soejono Soekamto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta, Hal. 52.   
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c. Bahan Hukum Tertier  

Adalah bahan hukum yang memberikam petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tektual 

baik data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

maupun hukum tertier untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu 

kesimpulan, dan diajukan saran-saran. 

 
 F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 

4  (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III : PEMBAHASAN  

Apakah syarat pengajuan Peninjuan Kembali dalam proses 

peradilan pidana dan Apa yang menjadi dasar berlakunya 

Peninjauan Kembali 



 9 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

L A M P I R A N 
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